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ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of human resource competence, internal control
system, and information system quality on fixed asset management at Bandung Regency Government.
This research uses a quantitative approach with survey method through questionnaires. The research
population consists of asset managers in Regional Work Units (SKPD) in Bandung Regency with a
sample of 63 respondents selected using purposive sampling technique. Data were analyzed using
multiple linear regression analysis with SPSS software. The results show that: (1) Human resource
competence does not have a significant effect on fixed asset management; (2) Internal control system
has a significant positive effect on fixed asset management; (3) Information system quality has a
significant positive effect on fixed asset management; and (4) Simultaneously, human resource
competence, internal control system, and information system quality have a significant effect on fixed
asset management at Bandung Regency Government. The coefficient of determination test results
show that the three independent variables are able to explain variations in fixed asset management,
while the rest is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords : Human Resource Competence, Internal Control System, Information System Quality,
Fixed Asset Management, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia,
sistem pengendalian internal, dan kualitas sistem informasi terhadap pengelolaan aset tetap pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode survei melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah pengelola aset pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung dengan sampel sebanyak 63 responden
yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis
regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap;
(2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap;
(3) Kualitas sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap; dan
(4) Secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas
sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel
independen mampu menjelaskan variasi pengelolaan aset tetap, sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sistem
Informasi, Pengelolaan Aset Tetap, Pemerintah Daerah.
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PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya publik yang lebih baik terus menjadi fokus reformasi
sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam dekade terakhir, Indonesia
mendorong reformasi manajemen sektor publik, salah satunya dengan pengelolaan aset
negara dengan dibentuknya regulasi keuangan publik tahun 2003-2004 yang
menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan
keuangan negara. (Prayoga, 2017)

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1977), good
governance adalah proses di mana lembaga-lembaga publik mengelola urusan publik,
mengelola sumber daya, dan menjamin penegakan hukum, dengan tujuan untuk
menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan adil. Konsep ini menekankan pada
penerapan prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi,
responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan
visi strategis.

Dalam upaya mewujudkan good governance, pemerintah daerah diberi
kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan segala kepentingan perintahnya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 menerangkan bahwa
Keuangan Daerah merupakan segala hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
penuh dalam mengelola anggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat
untuk mencapai tujuan yang berguna bagi masyarakat.

Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keuangan sebagai
wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu laporan
keuangan pemerintah daerah yang memberikan informasi tentang nilai kekayaan daerah
adalah neraca. Dalam neraca disajikan secara rinci nilai Aset berupa aset lancar (seperti
kas dan piutang), aset tetap (seperti tanah, gedung, kendaraan), Nilai utang, serta nilai
Ekuitas. Informasi ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui aset yang
dimiliki pemerintah dalam mendukung pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan tujuan memperkuat pengelolaan BMD dengan transparan, terukur, dan efisien.
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Tahapan pengelolaan BMD terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian. Terselenggaranya pengelolaan aset tetap yang baik, kelak memberikan
kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintahan
agar sampai pada tujuan organisasi. Pengelolaan Aset yang efektif dan efisien tentunya
perlu ditunjang oleh pengelola aset yang kompeten, Sistem pengendalian internal, serta
Kualitas sistem informasi.

Pemerintah daerah mengelola ribuan jenis aset tetap berupa tanah, bangunan,
kendaraan, dan peralatan, yang semuanya harus dicatat, dipelihara, dan dimanfaatkan
secara optimal. Namun, pengelolaan aset masih menghadapi tantangan seperti yang
diungkapkan oleh Arief Nurcahyo selaku Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi
(Korsup) Direktorat Wilayah [ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bahwa salah satu
dari 8 titik rawan korupsi di daerah yaitu pengelolaan BMD. Bagaimana database aset
yang kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset
rendah yang dikuasai pihak ketiga menjadi titik rawan korupsi. (DJKN, 2023).

Berdasarkan hal diatas penulis meninjau pada Laporan Hasil Reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Nomor 700/189/Inspektorat tanggal 17
Maret 2025 .
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Tabel 1 Kelemahan Pengelolaan Aset Tetap

No. | AsetTetap Temuan
1. | Tanah 1 register belum mencantumkan luas tanah
1909 register belum mencantumkan nomor dan
tanggal sertifikat
2. | Peralatan 8 register belum mencantumkan nomor rangka,
dan Mesin nomor mesin, nomor polisi, dan nomor BPKB
472 register belum mencantumkan merek/Tipe
11 register dengan kesalahan pencatatan jenis
barang
3. | Gedung dan | 18 register aset belum disertai alamat jelas
Bangunan 3200 register aset belum mencantumkan luas
bangunan
2 register yang seharusnya dicatat pada konstruksi
dalam pengerjaan
4. | Jalan, 477 register belum mencantumkan alamat, panjang,
Jaringan dan | lebar, dan luas yang jelas
Irigasi 1485 register dengan informasi luas 0 m3dan 1 m3
213 register
Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan/Perencanaan
yang masih dicatat sebagai aset tetap tersendiri
5. | Konstruksi 5 register sertifikasi tanah dan pekerjaan
dalam pemasangan patok dan pengukuran kolam retensi
Pengerjaan yang belum diatribusikan terhadap aset induknya
(KDP) 17 register tidak memenuhi kriteria sebagai KDP

Sumber: Laporan Hasil Reviu LKPD 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Kelemahan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2024, diperoleh
sejumlah 7.807 register aset tetap belum memiliki informasi yang lengkap. Aset Tetap
dengan jumlah aset yang paling banyak belum memiliki informasi yang lengkap yaitu
Gedung dan Bangunan sejumlah 3.200 unit. Hal ini menunjukan bahwa kelemahan
penatausahaan aset masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung. Permasalahan dalam pengelolaan Aset tetap sering kali muncul dikarenakan
pengguna BMD belum memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan lemahnya pengelolaan aset,
salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM) yaitu pengelola pemanfaatan BMD pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kompetensi SDM dalam memahami proses
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset mempengaruhi

172 | Volume 8 Nomor 4 2026


http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/11600

Reslaj: Kefgww Gducalion Social Jaa ReibaJourval

Volume 8 Nomor 4 (2026) 169 - 183 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476 /reslaj.v8i4.11600

efektivitas pengelolaan. Laksana et al. (2025) menemukan bahwa pelatihan dan
pengetahuan akuntansi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penggunaan
aplikasi SIPADES di desa. Sejalan dengan penelitian Masdayati et al. (2024), Kompetensi
sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi pengelolaan barang milik negara,
semakin tinggi kompetensi pegawai maka semakin baik dalam mengelola barang milik
negara. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap siklus hidup aset dapat menyebabkan
kesalahan prosedural dan lemahnya akuntabilitas. Sehingga, investasi pengembangan
kompetensi SDM secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi
sektor publik (Nagari et al., 2025).

Selain faktor SDM, sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap
kinerja organisasi pemerintahan (Rahayu, Intan; Hendaris, 2022). SPI memiliki peran
penting dalam menjaga aset tetap dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pencatatan
ganda. SPI yang baik dapat menciptakan prosedur yang konsisten dan kontrol yang
efektif dalam pengelolaan aset (Kusuma Natita et al., 2024). Sistem pengendalian internal
dapat membantu kegiatan menjadi efektif dan efisien, serta memastikan keandalan
dalam pelaporan keuangan dan perlindungan terhadap aset negara Penelitian yang
dilakukan oleh Apipah et al. (2023) dan Suherlan & Mulyandani (2022) menunjukkan
bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap, meskipun
implementasinya masih bervariasi antar daerah. Permasalahan muncul ketika SPI hanya
dijalankan berdasarkan formalitas tanpa mempertimbangkan prinsip risiko yang tepat.
Penelitian oleh Helmi et al. (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat
memperkuat pengaruh kualitas SDM serta kualitas sistem informasi manajemen
terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hal ini menyebabkan kontrol terhadap
pengelolaan aset tidak berjalan optimal dan menciptakan celah penyalahgunaan aset.

Pemanfaatan sistem informasi juga menjadi faktor penting dalam efektivitas
pengelolaan aset. Sistem informasi pengelolaan yang digunakan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah
(SIMDA BMD) dapat mempercepat proses pencatatan, memperkecil risiko kehilangan
data, dan memudahkan integrasi laporan. Studi Rahmadhani & Ariani (2022)
menunjukkan bahwa sistem informasi menjadi variabel yang paling dominan dalam
mendukung pengelolaan BMD. Ricardo et al, (2022) bahwa pemanfaatan sistem
informasi tidak berpengaruh secara signifikan pada pengelolaan BMD. Namun, tantangan
dalam penggunaan sistem ini adalah rendahnya kemampuan terhadap aplikasi serta
koordinasi antar perangkat daerah. Tanpa adanya pelatihan dan dukungan teknis, sistem
informasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penggunaan sistem informasi yang tidak disertai dengan pengawasan akan
berisiko menimbulkan manipulasi data. Oleh karena itu, sinergi antara kompetensi SDM,
SPI, dan sistem informasi menjadi kunci dalam membangun manajemen aset yang efektif.
Jefry et al. (2021) menegaskan pentingnya pemahaman regulasi dan kemampuan
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teknologi sebagai kombinasi yang memperkuat tata kelola aset. Dengan sistem informasi
yang akurat, pengelolaan aset bisa menjadi lebih transparan, efisien, dan terukur.

Saat ini, belum banyak penelitian yang menguji ketiga faktor secara simultan.
Selain itu, kebutuhan penelitian diperkuat oleh tuntutan reformasi tata kelola sektor
publik yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks
otonomi daerah, pengelolaan aset yang tidak efektif menjadi beban fiskal yang besar.
Banyak aset tidak menghasilkan nilai tambah karena tidak dimanfaatkan secara
produktif atau tidak tercatat secara sah. Padahal, aset tetap dapat menjadi alat strategis
dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan daerah jika dikelola secara
profesional. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah dalam pengelolaan aset.

Dari sisi regulasi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah
menyediakan aturan pengelolaan BMD hingga sistem digital seperti SIMDA BMD. Namun,
efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengelola pemanfaatan BMD. Imalia et al.
(2022) menyatakan bahwa meskipun regulasi memadai, tantangan utama justru ada
pada SDM dan sistem informasi yang digunakan. Regulasi tanpa implementasi yang kuat
hanya akan menjadi dokumen formalitas

Dari penelitian di atas terlihat masih adanya kebutuhan untuk melakukan
penelitian yang lebih dalam terhadap faktor-faktor penentu efektivitas pengelolaan aset.
Dengan melihat kompleksitas persoalan, maka fokus penelitian diarahkan pada tiga
aspek utama: kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem
informasi. Sinergi dari ketiga faktor tersebut diharapkan dapat pengelolaan aset yang
efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
survei kuantitatif. Penelitian survei digunakan untuk menentukkan sampel dari populasi.
Pengertian Metode Penelitian menurut Sugiyono, (2023, 2) adalah sebagai berikut :
“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah,
data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh
penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh
indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang
digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan
langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono
(2023, 16) adalah sebagai berikut:
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“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsavat positivesme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan

Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur melalui pengetahuan, keterampilan,
dan sikap. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
pengelola aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori cukup
dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Aset belum mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan yang optimal
dalam pengelolaan aset. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang
belum sepenuhnya relevan dengan bidang manajemen/akuntansi. Selain itu,
pengelola aset belum mampu menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal,
serta masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan penyusunan laporan BMD
yang benar sehingga masih memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk
menunjang karir dan kompetensinya.

2. Pengelola aset memiliki keterampilan yang masuk dalam kategori cukup, namun
belum mampu mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Pengelola aset belum
mampu memaksimalkan kemampuan penyelesaian masalah dalam kesalahan
pencatatan laporan BMD. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa pengelola aset
di setiap SKPD belum mampu sepenuhnya mengikuti pelatihan penunjang secara
rutin, sehingga dampak pelatihan terhadap kualitas penyajian laporan BMD belum
terasa secara signifikan.

3. Pengelola aset memiliki sikap kerja yang dikategorikan cukup, namun belum mampu
menunjukkan performa yang konsisten. Pengelola aset belum mampu memastikan
seluruh laporan BMD diselesaikan tepat waktu dan sesuai prosedur pada setiap
periode secara berkelanjutan. Selain itu, instansi dinilai belum mampu memberikan
apresiasi secara optimal kepada pegawai yang taat aturan, sehingga motivasi dalam
menjaga kepatuhan terhadap aturan tempat kerja masih perlu ditingkatkan.

Sistem Pengendalian Internal diukur melalui Lingkungan pengendalian internal,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian aset memiliki lingkungan pengendalian internal yang dikategorikan cukup,
namun belum mampu sepenuhnya menginternalisasi budaya kerja yang baik. Hal ini
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terlihat dari bagian aset yang mulai menunjukkan integritas dan komitmen untuk
menjadi individu kompeten, namun belum berdampak signifikan terhadap
penguatan fondasi organisasi secara menyeluruh.
Bagian aset memiliki kemampuan penilaian risiko yang cukup, tetapi belum mampu
memitigasi risiko secara proaktif. Meskipun bagian aset telah mulai menganalisis
risiko dampak program serta mengidentifikasi risiko fraud dalam laporan BMD,
proses identifikasi ini dinilai belum cukup mendalam untuk mencegah terjadinya
penyimpangan.
Bagian aset telah melaksanakan kegiatan pengendalian dalam kategori cukup,
namun belum mampu memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan secara
optimal. Walaupun pengembangan kegiatan pengendalian dan kepatuhan terhadap
kebijakan telah diupayakan, dalam implementasinya masih ditemukan
ketidakkonsistenan pada prosedur yang telah ditetapkan.
Bagian aset memiliki sistem informasi dan komunikasi yang cukup, tetapi belum
mampu membangun aplikasi sistem informasi yang terintegrasi. Penyediaan
informasi memang diupayakan tepat waktu, namun bagian aset belum mampu
mengoptimalkan komunikasi pengendalian internal kepada pihak eksternal (BPK)
secara efektif untuk menunjang akuntabilitas publik.
Bagian aset memiliki fungsi pemantauan dalam kategori cukup, namun belum
mampu menjamin pengawasan yang ketat. Khusus pada aspek identifikasi kegiatan
pendukung, bagian aset belum mampu melakukan identifikasi sistem secara
mendetail, sehingga evaluasi berkelanjutan yang dilakukan belum sepenuhnya
mampu memastikan seluruh celah pengendalian internal tertutup dengan baik.
Kualitas Sistem Informasi diukur melalui kualitas sistem dan kualitas informasi.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung dalam kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Bagian aset memiliki kualitas sistem yang dikategorikan cukup, namun sistem
tersebut belum mampu memberikan kemudahan optimal bagi pengguna. Hal ini
ditandai dengan aplikasi SIMDA-Barang yang belum mampu sepenuhnya
memudahkan proses input dan pembaruan data aset secara efisien. Selain itu, sistem
belum mampu diakses dengan cepat tanpa hambatan teknis serta belum mampu
menjamin fleksibilitas akses kapan saja bagi pengguna, meskipun tampilan sistem
dan keamanan data dinilai sudah cukup memadai..

Bagian aset memiliki kualitas informasi dalam kategori cukup, namun belum mampu
menyajikan informasi yang sempurna untuk mendukung pengambilan keputusan.
Data aset yang dihasilkan belum mampu mencapai tingkat akurasi dan kelengkapan
yang tinggi sesuai kebutuhan pengelolaan aset. Sistem juga belum mampu
menyajikan informasi yang sepenuhnya relevan dengan tupoksi pengguna serta
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belum mampu memberikan kemudahan pemahaman yang menyeluruh, walaupun
secara konsistensi dan ketepatan waktu pelaporan sudah dianggap mencukupi.
Pengelolaan aset diukur melalui perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan aset, penggunaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengamanan
aset, penilaian aset, pemindahtanganan aset, penghapusan aset, penatausahaan aset,
pemusnahan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hasil kuesioner
menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
dalam kategori kurang dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran aset memiliki kategori kurang. Hal ini
dikarenakan Proses perencanaan kebutuhan aset belum sepenuhnya selaras dengan
analisis kebutuhan organisasi serta belum secara maksimal mempertimbangkan
kondisi aset yang sudah ada.

Pengadaan aset belum belum mampu sepenuhnya menjamin efisiensi kualitas,
kuantitas, dan harga. Selain itu, dokumentasi proses pengadaan belum tersusun
dengan baik sehingga aksesibilitas bagi pihak terkait masih terbatas.

Penggunaan aset belum mampu memastikan penggunaan aset berjalan efektif. Aset
yang diperoleh dinilai belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan pengadaannya
dan masih terdapat celah penyalahgunaan untuk kepentingan di luar tugas
kedinasan.

Pemanfaatan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini didukung dengan aset
yang belum sepenuhnya digunakan, dan dimanfaatkan melalui mekanisme sewa,
pinjam pakai, atau kerja sama sesuai peraturan.

Pemeliharaan dan pengamanan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini
dikarenakan belum mampu melakukan pemeliharaan rutin sesuai standar. Selain
itu, pengamanan fisik seperti sertifikasi tanah dan pemagaran belum mampu
dilakukan terhadap seluruh aset tetap.

Penilaian Aset belum dilaksanakan secara efektivitas. Hal ini dikarenakan bagian
aset belum mampu menyajikan nilai aset secara wajar dalam laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pemindahtanganan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan
bagian aset belum mampu memastikan seluruh mekanisme (hibah, tukar menukar,
penjualan) terdokumentasi secara lengkap dan transparan.

Penghapusan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian aset
belum mampu mengelola penghapusan aset rusak secara sistematis sesuai prosedur
dan peraturan.

Penatausahaan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian
aset belum mampu memastikan seluruh aset tercatat lengkap dalam KIB serta belum
mampu menyediakan sistem informasi aset yang mendukung data secara real-time.
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10. Pemusnahaan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan
pemusnahan aset daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian belum dilakukan secara berkala oleh
Inspektorat dan Tindak lanjut atas hasil audit belum mampu dilakukan secara cepat
dan tepat.

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara statistik, kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai
signifikan sebesar 0,072 dengan nilai tyjrung Sebesar 1.830. Hal ini menunjukkan nilai
thitung lebih kecil dari tiaper (1.830 < 2,001), maka H,, diterima dan H; ditolak. Variabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,072 yakni nilai
tersebut diatas nilai 0,05 maka variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia
tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila Kompetensi Sumber
Daya Manusia diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari Kompetensi
Sumber Daya Manusia (Pengetahuan, keterampilan, dan sikap), dimiliki dengan baik oleh
Pemerintah daerah Kabupaten Bandung khususnya pengelola aset maka akan tercipta
pengelola aset tetap yang baik pula.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara parsial sistem pengendalian internal memiliki nilai
signifikan sebesar 0,029 dengan nilai tpjtung Sebesar 2,242. Hal ini menunjukkan nilai
signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal (X;) 0,029 < 0,05 dengan nilai tpjtung
lebih besar dari ty,pe; (2,242 > 2,001), maka Hy, ditolak dan H; diterima. Variabel Sistem
Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pengelolaan aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila Sistem Pengendalian
Internal diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari Sistem Pengendalian
Internal (Lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, dan pemantauan), diimplementasikan dengan baik oleh

178 | Volume 8 Nomor 4 2026


http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/11600

Reslaj: Kefgww Gducalion Social Jaa ReibaJourval

Volume 8 Nomor 4 (2026) 169 - 183 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476 /reslaj.v8i4.11600

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung maka akan tercipta tata kelola BMD yang
berkualitas.

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil penelitian secara parsial variabel kualitas sistem informasi memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai tyjung sebesar 4,787. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi dibawah 0,005 yaitu 0,001 < 0,05
dan nilai ty,pe; yaitu sebesar 2,001 maka nilai tyjcung lebih besar dari tiape (4,787 >
2,001) sehingga hasil uji t diperoleh H, ditolak dan H; diterima yaitu Kualitas Sistem
Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung.

Secara Kkeseluruhan kualitas sistem informasi pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila kualitas sistem
informasi diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari kualitas sistem
informasi (kualitas sistem dan kualitas informasi), dimiliki dengan baik oleh Pemerintah
daerah Kabupaten Bandung khususnya pengelola aset maka akan tercipta pengelola aset
tetap yang baik pula.

Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem
Informasi dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara simultan diperoleh dari nilai Fyjyng sebesar 27.273
dengan nilai signifikan < 0,001. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan nilai Fyjtung
> Fapejatau 14,361 > 2,761 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,005 maka H,, ditolak dan H;
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan
antara Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan
Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengelolaan Aset
Tetap memerlukan dukungan dari sumber daya manusia, pengendalian internal, dan
sistem informasi.

Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap
dipengaruhi secara simultan oleh sumber daya manusia, pengendalian internal, dan
sistem informasi. Jika pengelolaan aset ingin lebih optimal maka harus meningkatkan
sumber daya manusia, pengendalian internal, dan sistem informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap
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Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka diperoleh
sebagai berikut :

1.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan sangat baik dengan
indikator diantaranya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sistem
Pengendalian Internal dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator
diantaranya lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kualitas Sistem
Informasi dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator diantaranya kualitas
sistem, dan kualitas informasi. Pengelolaan Aset Tetap dapat dikategorikan sangat
baik dengan indikator diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan aset, penggunaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan
pengamanan aset, penilaian aset, pemindahtanganan aset, penghapusan aset,
penatausahaan aset, pemusnahan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan
Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan
Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Aset
Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan
antara Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi
dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengelolaan
Aset Tetap.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Kompetensi Sumber Daya

Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap

Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan dapat melaksanakan

bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam
pengelolaan aset tetap.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan meningkatkan sistem
pengawasan internal melalui optimalisasi manajemen risiko, penguatan budaya

organisasi.
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan terus melakukan pembaruan
terhadap sistem informasi agar mendukung akurasi data aset.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan meningkatkan pengamanan
BMD melalui sertifikasi dan legalitas aset.

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dengan
melibatkan seluruh pengurus barang dan pengurus barang pembantu agar
meningkatkan signifikansi hasil penelitian

6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang belum
dilakukan pengujian pada penelitian ini, seperti gaya kepemimpinan sebagai

korelasi dari variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan aset.
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